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WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 17 TAHUN 2M4

TENTANG

SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERIA
KANTOR SYARIAT ISLAM KOTA L^A.NGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak laniuti Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara

optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil gum, dipandang perlu mengatul

susunan organisasi dan tata kerja Kantor Syariat Islam Kota Langsa;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Undang-undang Nomor ?2 Tahun 7999 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun L999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

383e);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Peri:nbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 S);

Undang-undang Nomor 43 Tahun L999 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor L69, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3890) ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota langsa

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembalan Negara Nomor

4110) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provirui Nanggroe Aceh Darussa.lam (Lembaran

Negara Tahun 20OI Nomorl1.A, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
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7. peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengemgkatan Pegawai Negeri Sipil

ctalam |abatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4194);

B. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembareur Negara Tahun 2003 Nomor 
'14, 

Tambahan

Lembaran negara Nomor 4262) ;

g. peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

pemildahan clan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembalan negala Nomor 4262);

10. Keputusan Presiden Nomor M Tahul 1999 tentang Teknik Penvusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-untlimg,

Rsncangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lernbaran negara Tahun 1999 Nomor70);

11. Keputusan N,Ienteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik

Pen\.usulan dan \,fateri Nluatan Produk-procluk Hukum Daerah;

IZ. Keputusan N{enteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk

Prorluk-produk Hukum Daerah ;

13. Keputusan N{enteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tenteing Prosedur

Pett\.usunal Procluk Hukum Daerah ;

14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagulaan Aparatur Negara dan N{enteri

Dalam Negeri Nomor O1/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Petunjuk Pelaksala Peraturan PemerfurtahNomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan

Pemerinterll Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujutrn bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

NIEl \ IUTUSKAN:

NTenetapKaTT : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERTA ICANTOR SYARIAT ISLAN{ KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Qanun i.i )'utg climaksud derlgan

l� Daerah adalah Kota Langsa;



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom vang

lain sebagai Bacian Eksekutif Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;

5. Sekretaris Daerah selanjutnya clisebut Sekcla aclaiah Sekretaris Daerah Kota

Lturgsa;

6. Kantor S.variat Islam adalah Kantor Syariat Islam Kota Langsa;

7. Kepaia Kantor Syariat Islam aclalah Kepala Kantor Svariat Islam Kota Langsa .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini clibentuk Kantor S)'ariat Islan Kota Lalgsa

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

( I ) Kantor Sl.ariat Islam aclalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah

Daerah dibidang Svariat Islam;

(2) Kantor clipimpin oleh seorang Kepala Kantor var-tg berada dibawah clan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Svariat Islam mempun)/ai tugas membantu Walikota dalam

pen\.elenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan dan penvelenggaraan

Syariat Islam sesuai clengan ketentuan clan peraturan perunclamg-undangan ]'ang

berlaku.

Pasal 5

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimala climaksud dalam pasal 4, Kantor

Syariat Islam mempunvai tugas :

a. Pelaksanaim tugas vang berhubungan clengan perencalraalt, penviapal qanurt

]iang berhubungan dengan pelaksanaal Syariat Islam serta

menclokurnentasikal dart menvebarluaskan hasil-hasilnl'a;

b. Pelaksanaan tugas r.ang berhubungan dengan pent'iapan clan pembinaan

suml"rer dava manusia vang berhubulgim dengan pelaksar-nal Svariat lslarn;
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c. pelaksanaan tugas vang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban

pelaksanaan peribadatan clan penataan saratlan\ra serta menvemarakal St'iar

Islam;

cl. Pelaksanaan tugas yang berhubungan clengan bimbingal clan pengawasan

terhaclap pelaksanaan Svariat Islam cli tengah-tengair masyarakaU

e. Pelaksanaan tugas-tugas -Vang berhubungan dengan pembimbingan dan

penvuluhan Syariat Islarn.

f. Pengelolaan administrasi lain yang meliputi pekeriaan ketatausahaan'

kepegawaian, keualgan, perlengkapan, organisasi clal ketatalaksanaan kantor.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kaltor Svariat Islam :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagial Tata Usaha;

c. seksi Program, Penelitian Pengembangan clan Pembinaan sDIvI;

cl. Seksi Pengawasan Syariat Islam;

e. Seksi Bina Peribadatan dan hubungan Peradilan;

f. Kelompok Jabatan Fur-rgsional-

(2) Bagan susunan Orgeurisasi Kantor Svariat Islam Kota Langsa, sebagaimana

tercantum clalam lampiran Qalun ini dan merupakan bagian valg tidak

dapat dipisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 7

(1) Kepala Kantor berkecluduktrn clibawah cial bertanggurg jawab kepacla

Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Kantor mempunyai tugas :

a. Nlemimpin Kantor Syariat Islam dalam pelaksanaan tugas ,vang

ditetapkan berclasarkal peraturan peraturan Perundalg-unclangal var-tg

berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. N{ent.iapkan kebijakan umum Daerah tlibiciang Pelaksanaiur Sveuiat Islam;

c. Nlenetapkan kebijakan teknis dibidang Pelaksanaan Svariat Islam di

Daerah 1'ang menjadi teurggulg jawab sesuai dengim kebijakan umum

1.ang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragrerf , / t



Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha aclalerl:r unsur pembantu dibiclang pembinaan clan

pengelolaan administrasi ;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha

vang beracla clibawah dan bertanggung jawab kepacla Kepala Kantor .

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha nempunvai tugas melakukan penvuslulan rencana

strategik, program kerja, pembinaan clan pengelolaan administrasi umum/

perlengkapan, keualgan, kepegawaian, organisasi dal ketatalaksanaal, penataan

arsip, dokumentasi, kerumah tanggaan dan hubungan masYarakat.

Pasal 10

Untuk men\.elenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tlalam pasal9, Sub Bagian

Tata Us.rha mempturyai fungsi :

a. Pelaksanaan clan pengkoordinasian pen)'usunan renstra, program kerja clal

kegiatan, pengolahan data dan pelaporal serta pembinaan organisasi dan

ketatalaksanaan ;

b. Penviaptrn clata, ilJormasi dan hubulgan masvarakat ;

c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan

bidang tugasnt'a .

Paragraf 3

Seksi Program, Penelitian Pengembangan Dan
Pembinaan SDM

Pasal 11

(1) Seksi Program, Penelitian Pengembangan dan Pembinaan SDN4 adalah unsur

pelaksm'ra teknis dibiclalg Program, Penelitian Pengembangan rlan Pembinaan

SDN{;

(2) Seksi Program, Penelitian Pengembangan dan Pembinaan SDI\'I clipimpin oleh

seorang Kepala Seksi vang berada dibawah dal bertanggung jau'ab kepada

Kepa la  Kantor .

Pasal 12

Seksi Program, Penelitian Pengembangan dar-r Pembinaan SDNI lnenpun\rai tugas

melaksanakan kegiatan program, Penelitian Pengembangan Qanun diur

penclokumentasi serta melakrikan pembinaal tenaga peratlilal, tetraga

pengawasan clan pencegahan serta pelaksana/petugas peradilan .

P a s a l  1 3 .  . .  A 'r ' '



Pasal 13

Untuk menyelenggarakar-r tugas sebagaimala dimaksud dalam pasal 12, Seksi

Program, Penelitian Pengembangan clan Pembinaal SDN{ mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaal tugas-tugas pokok f'ang berkaitan clengan pelencallaan;

b. Pelaksanan tugas 1'ang berhubungan dengan penelitian;

c. Pelaksanaal tugzrs-tugas yang berhubungan clengan Qanun;

cl. Pelaksanaan tllgas vang berhubungan dengan pendokumentasian;

e. lvlenviapkan tenaga ]'a1-Ig berhubungan clengan Peraclilan ;

f. Pelviapan tenaga yang berhubungal pengawasan dan pencegahan serta

peribaclatan clan penvemarnkan Sviar Islam;

g. Penyiapan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kimtor sesuai clengan

triclzurg tugasnva.

Paragaraf 4

Seksi Pengawasan Syariat Islam

Pasal 14

(1) Seksi Pengawasan svariat Islam memplur\rai tugas uemberikan bimbingan,

pengamatan dan pencegahan pelanggaran Syeriat Islam;

(2). Seksi Pengar,t'asan S)'ariat Islam clipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada dibawah dan bertanggullg iawab kepada Kepala Kantor .

Pasal 15

Seksi Pengawasan Syariat Islam mempun\rai tugas memberikan bimbingan,

pengamatan, pencegahem pekurggaran St'ariat clal Qanun, penveliclikan dan

menfasilitasi perdamaian dibidang Syariat Islan .

Pasal 16

Unbuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Seksi

Pengawasan Svariat Islan mempunvai fungsi :

a. Pengawasan rlan pencegahan terhadap pelanggaran Syariat dan Qanun;

b. Penviclikan terhaclap segala bentuk peleu-rggaran Svariat Islam;

c-. Pemberian fasilitas untuk perdamaian;

cl. Pelaksanaal tugas - tugas lainn'a vang cliberikan oleh Kepala Kantor sesuai

clengan biclang tugasnya

Paragaraf 5

Seksi Bina Peribadatan Dan Hubungan Peradilan

Pasal 17

(1) Seksi Bina Peribadatar-r dan hubulgal Peradilan adalah ulsur pelaksala

teknis clibiciang Bina Peribaclatan clan Hulrungan rl Peradilan;



(2) Seksi Bina Peribadatan dan Hubungan Peradilan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada clibawa}r dan bertalggung jawab kepacla Kepala

Kantor.

Pasal 18

Seksi Bila Peribaclatan Dal Hubur-rgan Peradilan mempllnvai tugas melakukan

kegiatan membina dan membantu kelancaraan pelaksanaan peribadatan serta

melr,iapkim sarana peradilan cltrn melakukal penvuiuheur serta penYemarakan

Syariat Islam .

Pasal 19

Untuk menr.elenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal18, Seksi Bina

Peribadatan dan Hubungal Peradilan mempunvai fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingal clan penr.uluhan untuk kelancaral serta ketertiban

pelaksanaan peribadatan;

b. Pelaksanaal kegiatan penviapan penataim saralla peribadatan;

c. Penviapan sarana peradilan;

d. Penvuluhal dan penvemarakan Svariat Islam dan hukum ;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya vang diberikan oleh Kepala Kaltor sesuai

dengan biclang tugasnt.a .

BAB TV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jatratan Fulgsional mempunt'ai fugas melaksanakan sebagiau tugas

teknis Kantor Syariat Islam sesuai dengal keahlian clan kebutuhan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional r.ang

diafur clal ditetapkan berdasarkan Peraturan Peruldang-undangzur valg

berlaku;

(2) Kelompok |abatar"r Fungsional sebagimana climaksud pacla a1'at (1) dipimpilr

oleh seorang tenaga fungsional senior clitunjuk oleh Walikota clarr

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

(3) Jumlah Tenaga Frurgsional sebagaimala dimaksud pacla avat (1) tlitentukan

berclasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(1) jenis cliur jenjang jabatan ftingsional sebagaimana climaksucl pada avat (1)

diatur berdasarkan Peraturan perundang-ulclangan varng berlaku;

(5) Kelompok jabatan fungsional mempun\.ai bugas sesuai clengan Peraturan

Perundang-unclamgan .vang berlaku .



( 1 )

(2)

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal22

Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III.a

Kepala Sub Bagian clan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon [V.a

Pasal 23

Kepala Kantor dieurgkat clan cliberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan

Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikiur oleh

Sekretaris Daerah atas pelimpahan keu,'enangim oleh Walikota berclasarkan

usulan Kepala Kantor clengan berpedoman pada pertimbangan Baperiakat..

BAB VI

TATA KERIA

Pasal 24

Dalam meiaksalakan tugasnya Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha Kepala

Seksi serta Kelompok Jabateur Fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masir"tg

maupun saruan organisasi clilingkulgan Kantor serta clengan instansi lain

cliluar Kantor sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

Setiap pimpinan satuan orgarrisasi clilingkungan Kantor waiib melakukan

pengawasan melekat .

Pasal 25

Dalan hal Kepala Kantor tidak clapat menjalankan tugasnva karena

berhalalrgan maka Walikota menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang

Kepala Seksi untuk mewakilinva sesuai clengan Peraturan Per'unclang -

ulclangan yeurg berlaku dengan memperhatikan senioritas clan kualitasnva .

Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi ticlak dapat menjalarrkan

tugasnya karena berhalangan maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang

staf menurut bidang tugasnva masing - masing untuk mewakilinva sesuai

clengan Peraturan Perundang - unclangal )'ang berlaku dengan

memrrerhatikan senioritas dan kualitasnt'a .

Pasal 26

Atas dasar pertimbargan dal.a gnna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam

Lingkungan Kantor Svariat Islam clapat mendelegasikan kewenangan tertenbu

kepada pejabat setingkat dibawirlurr.a sesuai dengan Peratural Perr.urclalg-

(1)

(2)

(1)

(2)

(1 )

(2)

untlangan yang berlaku
BAB V I I . . . . .



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal2T

Segala biar.a vang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatal Kantor dibebankal

pada Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah (APBD ) Kota Langsa dan sumber

penerimaiel lain r-ang sah .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengal berlakulya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan t'ang

bertentangan dengan Keputusan ini dinlratakan tidak berlaku lagi;

Pasal 29

Qarrul ini mulai berlaku pada t;urggal diurclangkal

Agar setiap orang rnengetahuin\.a, memerintahkan pengundangal Qanun

clengar penempateuur)'a clalarn Lembaran D aerah.

Disahkan cli Langsa
pada tanggal 25 Agushrs 200-1NI
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IATALIKOTA LANGSA,
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\Lroo, Azrz

Diundangkam cli Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 N{
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RIS DAERAH.

. AZZUBAIDI A. GAN
PEN{BINA UTAN{A NTUDA

NIP. 130 526 015

LEIvIBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NONIOR 34 SERI D NON,IOR 24
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